BERITA DAERAH KOTA CILEGON

KOIA CILEGON

TAHUN: 2025 ol NOMOR: 11
e ——————

PERATURAN WALI KOTA CILEGON

NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA

Menimbang

Mengingat

TATA KERJA PADA DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN .YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan,

Susunan Organisas], Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja

pada Dinas Daerah;

1

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republlk Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok
dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3328);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara
Republlk Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesla
Nomor 4010);

4.Undang ...
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republile
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa lali
teralkhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lemibaran Negara Republilz Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6858);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahurnr 2023 Nomor 141, Tambalian
Lembaran Negara Republik Indonesia Nowmior
6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
terntang Perubahan Atas Peraluran Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peranglkat Daeral:
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun
2024  teritang Pembentukan dan < Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegoni
Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran

Daerah Kota Cilegon Nomor 121);

MEMUTUSKAN ..




MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISAS], TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA PADA DINAS DAERAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengain
1.  Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.

o

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahai
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4.  Peranglkat Daerah adalah unsur pembantu Wali
Kota dan Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah,

5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah di Lingkungan
Pernerintah Kota Cilegon.

6. AparaturSipil Negara yang selanjutnva disingkat

ASN adalah profesi bagl pegawal negeri sipil dan

pegawal pemerintah dengan perjanfieun kerja vang

bekerja pada instansi pemerintah.

=~

Kompetensi tekiis adalah pengetahuan,
keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat
diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik
berkaitan dengan bidang teknis jabatan.

8.  Kompetensi manajerial adalah pengetahuan,
keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat
diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin
dan/atau mengelola unit organisasi.

9 Kompetensi...
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Kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan,
keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat
diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan
pengalaman berinteraksi dengan masyarakat
majemuk dalam hal agama, suku dan budaya,
perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai,
moral, emosi, dan prinsip, yang harus dipenuhi
oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh
hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan
jabatan.

Jabatan adalah kedudukan vang menunjukkan
fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan halk
seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan
organisasi.

Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan
vang merniliki fungsi memimpin unit organisasi
dan memiliki pegawai yang berkedudulcan
langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan
organisasi.

Jabatan  Nonmanajerial adalah  sekelompol
jabatan yang mengutamakan kompetensi yang
bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak
merniliki  tanggung jawab langsung dalam
mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.
Titelatur adalah sebuian nama jabatan struktural.
Uraian Tugas adalah paparan atau rincian atas
semida tugas jabatan dan merupal an tugas vang .
dilakukan oleh  pemegang jabatan  dalam
rnemproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam
kkondisi tertentu.

sistem Kerja adalah serangkaian prosedur dan
tata kerja yang membentuk suatu proses aktivitas

pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

16. Aktivitas ...
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Aktivitas adalah serangkaian tindakan mana jerial
yvang dilakukan untuk menghasilkan keluaran dan
dammpak tertent u vang dilaksanakan sesuai dengan

rencana yang ditetapkan.

Pasal 2

Ruang lingkup Dinas Daerah dalam Peraturan Wali

Kota ini meliputi:

a.
b.
2,

d.

TH.

Ti.

D
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Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Dinas Kesehatan;

Dinas Pelk erjaan Umum dan Penataan Ruang;
Dinas Perumahan Rakyat  dan Ké.wasan
Permukiman,;

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatau;
Satuan Polisi Pamong Praja;

Dinas Sosial;

Dinas Tenaga Kerja;

Dinas Pemberdayvaan Perempuan, Perlindungan
Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana,;

Dinas Lingkungan Hidup;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Dinas Perhubungan;

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan
Persandian;

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Meunengah;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;

Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

Dinas Ketahanan  Pangan, Pertanian, dan
Perikanan;

Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

BAE ...
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BAB II

KEDUDUEKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN

(3)

()

FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Paragraf 1

Kedudukan
Pasal 3

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan
unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh
seorang Jabatan Manajerial tingkat tinggi dengan
Titelatiir Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan yang berkedudukan di bawah dan
bertanggurnigiawab kepada Wali Kota unaelatui

Seliretaris Daerah.
Pasal 4

Sekretariat  dipimpin  oleh  seorang Jabatan
Manajerial tingkat menengah dengan Titelatur
Sekretaris yang berkedudukarn di bawah dan
bertanggm'lgjawab kepada Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaarn.
Bidang dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial
tingkat menengah dengan Titelatur Kepala Bidang
yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungijawab kepada Kepala Diinas
Pendidikan dan Kebudayaan.
Sub  Bagian dipimpin oleh seorang Jabatan
Manajerial tingkat dasar dengan Titelatur Kepala
Sub Bagian vang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris.
Seksi dipimpin oleh seorang Jabatan Mana jerial
tingk at dasar dengan Titelatur Kepala Seksi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang.

{5) Jabatan ...




o F =

Jabatan Nonmanajerial berkedudukan di bawah
dan bertanggune _jawab kepada Jabatan Manajerial

berdasarkan kedudukan di dalam peta jabatarn.

Paragraf Kedua

Susunan Organisasi
Pasal 5

Susunan organisasi Dinas Pendidikan dan

{ebudayaan terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b, Selkretariat, membawahkan Jabatan
Manajerial tingkat dasar dan Jabatan
Nonmana jerial:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
membawahkan Jabatan Nonmana jerial;

2, Jabatan Nonmanajerial.

¢. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Non Formal, membawahkar
Jabatan Manajerial tingkat dasar dan Jabatan
Nonmana jerial;

1. Seksi Peserta Didik, Pembangunan
Karakter, Kurikulumi, dan  Penilaian
Pendidikan  Anak Usia Dini  serta
Pendidikan Non Formal, membawahlkai
Jabatan Nonmana jerial,

2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
Pendidikan  Anak Usia Dini serta
Pendidikann Non Formal, membawahkan
Jabatan Nonmana jerial,

3. Jabatan Nonmanajerial.

d. Bidang  Pembinaan  Pendidikan  Dasar,
membawahkan Jabatan Manajerial tinglat
dasar dan Jabatan Nonmanajerial:

1.Selzsj ...
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1. Seksi  Peserta  Didik, Pembangunan
Karaliter, Kurikulum, dan  Penilai:in
Perididikan Dasar, membawahkan Jabatan
Nonmaneajerial,

2. Seksi Kelernbagaan dan Sarana Prasarana
Pendidikar: Dasar, membawahkan Jabatan
Nonmana jerial;

3. Jabatan Nonmana jerial;

g

Bidang Ketenagaan, membawahkan Jabatan
Manajerial tingkat dasar dan Jabatan
Nonmanajerial:

1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Anal Usia Dini dan Pendidikan
Nonn Formal, membawahlkan Jabatan
Nonmana jerial;

2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Dasar, membawahkan Jabatan
Nonmana jerial;

3. Jabatan Nonmanajerial;

f. Bidang Kebudayaan, membawahkan Jabatan
Nonmana jerial.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran | yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota
i11i.

Paragraf Ketiga

Tugas dan Fungsi
Pasalo

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai
tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangari
Daerah dan tugas pembantuan di  bidang
pendidikan dan bidang kebudayaan.

(2) Dalam ...
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Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

menjalanlan fungsi:

a. pengelolaan pendidikan;

b, pengembangan kurikulum;

¢. pengelolaan dan pembinaan pendidik dan
tenaga kependidikan;

d. pengendalian perizinan pendidikar

e. pengembangan bahasa dan sastra;

f.  pengembangan kebudayaan;

g pengembangan kesenian tradisional;

h. pembinaan sejarah;

i.  pelestarian dan pengelolaan cagar budaya;

i.  pengelelaan permuseuman;

k. pelak sanaan penunjang urusan pemerintabian
kabupaten/kota; dan
l.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh

Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan
Paragraf 1

Kedudulkan
Pasal 7

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelak sana
Urusan Pemerintaban Daerah.

Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Jabatan
Manajerial tingkat tinggi dengan Titelatur Kepals
Dinas Kesehatan yang berkedudukan di bawal
dan bertanggungjawab kepada Wali Koia melalui

Sekretaris Daerah.

Pasal ...
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Pasal 8

Sekretariat  dipimpin  oleh seorang Jabatan
Manajerial tingkat menengah dengan Titelatur
Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawal kepada Kepala Dinas
Kesehatan.

Bidang dipimpin oleh seorang Jabatan Mana jerial
tingk at menengah dengan Titelatur Kepala Bidang
yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
Kesehatar.

Sub  Bagian dipimpin oleh seorang Jabatan
Mamna jerial tingkat dasar dengan Titelatur Kepala
Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Jabatan Nonmanajerial berkedudukan di bawah
dan bertanggungjawab kepada Jabatan Mana jerial

berdasarkan kedudukan di dalam peta jabatan.

Paragraf Kedua

Susun«an Organisasi
Pasal 9

Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas;
a. Kepala Dinas;

Sekretariat, membawahkan Jabatan

Manajerial tingkat dasar dan Jabatan

Nonmana jerial:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
membawahkan Jabatan Nonmana jerial;

2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi,
Pelaporan, dan Keuangan, membawahkan
Jabatan Nonmanajerial,

3. Jabatan Nonmanajerial.

c. Bidang ...
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¢. Bidang  Pencegahan  dan  Pengendalian
Penyealkit, membawahkan Jabatan
Nonmanajerial;

d. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan
Jabatan Nonmana jerial;

e. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber
Daya Kesehatan, membawahkan Jabatan
Nonriiana jerial.

Bagan Sustinan Organisasi Dinas Kesehatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf Ketiga

Tugas dan Fungsi
Pasal 10

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu

Wali  Kota dalam  melaksanakan  urusan

pemerintahan dan tugas pembantuan yang

ditugaskan kepada Daerah di bidang kesehatar.

Dalam mienjalankan tugas sebagaiimana dimaksud

pada ayat (2), Dinas Kesehatan menjalanksn

fungsi:

a. pemberdayaan masyarakat bidang kesehatar;

b. pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan
upaya kesehatan masyareakat;

c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia
kesehatarn;

d. sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan
mintmanin;

e. pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan
kabupaten/kota; dan

f.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya,

Bagian ...
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Bagian Ketiga
Dinas Peleerjaan Umum dan Penataan Ruang
Paragraf 1

Kedudukan
Pasal 11

Dinas Pekerjpan Umum dan Penataan Ruang
mierupakan unsur pelaksana Urusairn
Pemerintahan Daerah.

Dinas Pekerjpan Umum dan Penataan Ruang
dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat
tinggi dengan Titelatur Kepala Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang yang berkedudulan
di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota

melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 12

Sekretariat  dipimpin  oleh seorang Jabatan
Manajerial tingkat menengah dengan Titelatur
Sekretaris yang berkedudukan di hawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang.

Bidang dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial
tingkat menengah dengan Titelatur Kepala Bidang
yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang.

Sub  Bagian dipimpin oleh seorang Jabatan
Manajerial tingkat dasar dengan Titelatur Kepala
sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris,

Jabatan Nonmanajerial berkedudukan di bawah
dan bertanggungjawab kepada Jabatan Mana jerial

berdasarkan kedudukan di dalam peta jabatan.

Paragraf ...




Paragraf Kedua

Susunan Organisasi
Pasal 13

Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahkan Jabatan
Manajerial tingkat dasar dan Jabatan
Nonmanajerial:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,

membawahkan Nonmana jerial;

b3

Sub  Bagian  Perencanaan, Evaluasi,

Pelaporan, dan Keuangan, membawahkan

Nonmana jerial;

3. Jabatan Nonmana jerial;

c. Bidang Sumber Daya Air, membawahlk an
Jabatan Nonmianajerial,

d. Bidang Bina Marga, membawahkan Jabatan
Nonimanajerial;

e. Bidang Cipta Karya, membawahkan Jabatan
Nonmanajerial;

f. Bidang Tata Ruang dan  Pertanahan,
membawahkan Jabatan Nonmana jerial

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran 1 yang rmerupakan bagian tidak

terpisahlcan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf Ketiga

Tugas dan Fungsi
Pasal 14

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruarng
mempunyal tugas membantu Wali Kota dalam
melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas
pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah di
bidang pekerjaan umum dan penatac-in ruang serta
bidang pertanahai.

(2) Dalam ...
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(2)  Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimalcsud

pada ayat (2), Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang menjalankan fungsi:

a.
b.

(&

.
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penataan bangunan dan lingkungannya;
penataarn bangunan gedung;

pengelolaan dan pengembangan sistem air
limbah;

pengetolaan  dan  pengembangan  sistem
drainase;

pengelolaarnn dan  pengembangan  sistem
penyediaarn air minurm;

pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
pengembangan jasa konstruksi
penyelenggaraan jalan;

penyelenggaraan periataan ruang;
penyelesaian sengleta tanah garapan,
penyelesaian ganti kerugian dan santuiai
tanah untulk pembangunan;

redistribusi tanah, dan ganti kerugian prograrm
tanah  kelebihan maksimum dan tanah
absentee;

pengelolaan tanah kosorig,

penatagunaan tanah;

pelaksanaan penunjang urusan pemerintalian
kabupaten/kota; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh

Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinva.

Bagian Keempat

Dinas Perumahan Ralcyat dan Kawasan Permukirnan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 15

{1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permuldiman merupakan unsur pelaksana Urusan

Pemerintahan Daerah.

(2} Dinas ..
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Dinas  Perumahan  Rakyat dan  Kawasan
Permukiman dipimpin oleh seorainng Jabatan
Mainajerial tiingkat tinggl dengan Titelatur Kepala
Dinas  Perumahan  Rakyat dan Kawasan
Permukinlan vang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui

Selaretaris Daerah.
Pasal 16

Sekretariat dipimpin  oleh seorang Jabatan
Manajerial tingkat menengah dengan Titelatur
Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
Bidang dipimpin oleh seorang Jabatan Mana jerial
tingkat menengah dengan Titelatur Kepala Bidang
yang berkedudukan di bawah dan
bertangguingjawab kepada Kepala Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permulkiman.
Sub DBagian dipimpin oleh seorang Jabatan
Manajerial tingkat dasar dengan Titelatur Kepala
Sub Bagiain yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris,

Jabatan Nonmanajerial berltedudukan di bawath
dan bertanggungjawab kepada Jabatan Manajerial

berdasarkan kedudukan di dalam peta jabatan.

Paragraf Kedua

Susunan Orgaitisasi
Pasal 17

Susuran organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

h. Sekretariat, membawahkan. Jahatan
Manajerial tingkat dasar dan Jabatan
Noiimana jerial:

1., Steile! ...
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Sub DBagian Umum dan Kepegawaian,

membawahkan Jabatan Nonmanajerial;

2. Sub  Bagian Perencanaan, Evaluasi,
Pelaporan, dan Keuangan, membawahkan
Jabatan Nonmanajerial;

3. Jabatan Nonmanajerial,

c. Bidang Pengembangan Perumahan  dan
Kawasan Permukiman, membawahkan
Jabatan Normmanajerial,

d. Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Urmum,
membawahkan Jabatan Nonmana jerial.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana

dimaksuid pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran [ yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Wali Xota ini.

Paragraf Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 18

Dinas  Perumahan  Rakyat dan Kawasan
Permukiman mempunyal fugas membantu Wali
Kota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan
dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada
Daerah di bidang perumahan rakyat dan kawasan
permukiman.

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimalksud
pada ayat (2}, Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman menjalankan fungsi

g

pengembangar perumahan;

=3

pengelolaan kawasan permukiman;

c. pengelolaan perumahan dan kawasan
permukiman kumuh

d. peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas

umuna;

e. peningkatan ...
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e. peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi,
klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan
dan kawasan permukiman,

f.  pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan
kabupatien/kota; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikexn oleh

Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Paragraf 1

Kedudukan
Pasal 19

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
merupakarn unsur pelaksana Urusan
Pemerintahan Daerah.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat
tinggi dengan Titelatur Kepala Dinas Pemadaimn
Kebakaran dan Penyelamatan yang berkedudukan
di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota

melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 20

Sekretariat  dipimpin  oleh  seorang Jabatan
Manajerial tingkat menengah dengan Titelatur
Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan.

Bidang dipimpin oleh seorang Jabatan Mana jerial
tingkat menengah dengan Titelatur Kepala Bidang
yang berkedudulkan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemadam

Kebakaran dan Penyelamatan.

(3) Sub ...
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Sub  Bagian dipimapin oleh seorang dJabatan
Manajerial tingkat dasar dengan Titelatur Kepala
Sub Bagian vang berkedudukan di bawah dan
bertanggungiawah kepada Sekretaris.

Seksi dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial
tingkat dasar dengan Titelatur Kepala Seksi yvang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
lcepada Kepala Bidang.

Jabatan Nonmanajerial berkedudukan di bawah
dan bertanggungjawab kepada Jabatan Manajerial

berdasarkan kedudukan di dalam peta jabatan.

Paragraf Kedua

Susunan Organisasi
Pasal 21

Susunan organisasi Dinas Pemadam Kebakaran

dan Penyelamatan terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

D, Sekretariat, membawahlan Jabaian
Manajerial  tingkat dasar dan Jabatan
Nonmana jerial:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaisr,

membawahkan Jabatean Nonmana jerial,

b

Sub  Bagian  Perencanaan, Evaluasi,
Pelaporan, dan Keuangan membawalilan
Jabatan Nonmanajerial,

3. Jabatan Nonmanajerial.

c. Bidang Pencegahan, membawahkan Jabatan
Manajerial tingkat dasar dan Jabatan
Nonmana jerial:

1. Seksi Pencegahan dan Inspeksi,
membawahkan Jabatan Nonmana jerial;

2. Selsi Peninglkatan Kapasitas Aparatur,
Pemberdayaan Masyarakat, dan Dunia
Usaha, membawahkan Jabatag
Nonmana jerial;

3. Jabatan Nonmanajerial.

d. Bidang...




(2)

d. Bidang Pemadaman, Penyelamatan, dan
Sarana Prasarana, membawahkan Jabatan

Manajerial tingkat dasar dan Jabatan

Nonmana jerial:
1. Seksi Pemadaman Kebalkairan,
Penyelamatan, dan Evalkuasi

membawahkan Jabatan Nonmana jerial;

2. Seksi Sarana Prasarana, Informasi, dan
Pengoleih Data, membawahkan Jabatan
Nonmana jerial;

3. Jabatan Nonmana jerial.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalain
Lampiran | yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf Ketiga

Tugas dan Fungsi
Pasal 22

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
mempunyai tugas membantu Wali Kota dalamn
melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas
pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah di
bidang ketentraman, ketertiban urmum  dan
perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran.
Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan menjalankan fungsi:
a. pencegahan, penanggulangan, penyelamatan
kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;
b. pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan
kabupaten/kota; dan
c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikain oleh
Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinva.

Bagian ...




Bagian Keenam
Satuewat Polist Pamong Praja
Paragraf 1

Kedudukan
Pasal 23

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur
pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang
Jabatan Manajerial tingkat tinggi dengan Titelatur
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawabh

lkkepada Wali Kota melalui Selcretaris Daerah
Pasal 24

Sekretariat  dipimpin  oleh  seorang Jabatan
Manajerial tingkat menengah dengan Titelatur
sek retaris  yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja.

Bidang dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial
tingkat menengah dengan Titelatur Kepala Bidang
yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja.

Sub  Bagian dipimpin oleh seorang Jabatan
Manajerial tingkat dasar dengan Titelatur Kepala
Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Seksi dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial
tingkat dasar dengan Titelatur Kepala Seksi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang.

Jabhatan Nonmanajerial berkeduduikan di baweih
dan bertanggungjawab kepada Jabatan Manajerial
berdasarkan kedudukan di dalam petajabatan.

Paragraf ...
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Paragraf Kedua

Susunan Organisast

Pasal 25

(1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

terdirl atas:

a. Kepala Satuan Polis1i Pamong Praja;

b. Seloretariat, membawahkan Jabatan
Manajerial tingkat dasar dan Jabatan
Nonmanajerial:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
membawahkan Jabatan Nommanajerial;

2. Sub Bagian  Perencanaan, Evaluasi,
Pelaporan, dan Keuangan, membawahkan
Jabatan Nonmanajerial,

3. Jabatan Nonmana jerial.

¢. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-
Undangan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
membawahkan Jabatan Manajerial tinglat
dasar dan Jabatan Nonmana jerial:

1. Seksi Penyuluhan dan  Perianganai
Pelanggaran Peraturan Perundang-
Undanga, membawahkan Jabatar
Nonmanajerial,

2. Seksi Pengawasan Peraturan Perundang-
Undangan dan Pembinaan  Penyidik
Pegawai Negeri Sipil, membawahkan
Jabatan Nonmana jerial;

3. Jabatan Nonmana jerial.

d. Bidang Penanganan Gangguan Ketentraman

dan  Ketertiban Umum, imembawahkan

Jabatan Manajerial tingkat dasar dan Jabatan

Nonmana jerial:

1. Seksi Pengendalian dan Operasi,
membawahkan Jabatan Nonmanajerial;

2 Selegi | .




2. Seksi Ker jasama dan Kemitraan,
membawahlkan Jabatan Nonmana jerial;
3. Jabatan Nonmana jerial.
Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong
Praja  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota
i,
Paragraf Ketiga

Tugas dan Fungsi
Pasal 26

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas

membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan

pemerintahan dan tugas pembantuan yang

ditugaskan kepada Daerah di bidang

ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan

masyarakat sub urusan ketenteraman dan

k etertiban umum.

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Batuan Polisi Pamong Praj

menjalankan fungsi:

a. penanganan gangguan ketenteraman dan
ketertiban umum di daerah,;

b. penegakan peraturan daerah;

c. pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS);

d. pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan
kabupaten/kota; dan

e. pelaksanaan fungst lain yang diberikan oleh

Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian ...




Bagian Ketujuh
Dinas Sosial
Paragraf 1

Kedudukan

Dinas Sosial merupalk an unsur pelaksana Urusar
Pemerintahan Daerah.
Dinas Sosial dipimpin  oleh seorang Jabatan
Manajerial tingkat tinggi dengan Titelatur Kepala
Dinas Sosial yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Wali Kota wmelalui
weliretaris Daerah.
Pasal 28

Sekretariat  dipimipin  oleh  seorang Jabatan
Manajerial tingkat menengah dengan Titelatur
Seliretaris yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sosial.
Bidang dipimpin oleh seorang Jabatan Manaijerial
tingkat menengah dengan Titelatur Kepala Bidang
yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sosial.
Sub  Bagian dipimpin  oleh seorang Jabatan
Manajerial tingkat dasar dengan Titelatur Kepala
Sub Bagian vang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris.
Jabatan Nonmanajerial berkeduduikan di bawal
dan bertanggungjawab kepada Jabatan Manajerial
berdasarkan kedudukan di dalam peta jabatan.

Paragraf Kedua

Susunan Organisasi
Pasal 29

Susunan organisasi Dinas Sosial terdiri atas:
a. Kepala Dinas;

b, Selkretarvial ...
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. Sekretariat, membawahkan Jabatan
Manajerial - tingkat dasar dan Jabatan
Nonmanajerialk
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,

menibawahkan Jabatan Nonmana jerial;

2. Jabatan Nonmanajerial.

7

Bidang Pemberdayaan Sosial, rnembawahlan

Jabatan Nonmana jerial,

d. Bidang Rechabilitasi Sosial, membawahkan
Jabatan Nonmanajerial;

e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial,
mermbawahk an Jabatan Nonmana jerial;

f  Bidang Penanganan Bencana, mennbawahl an
Jabatan Nonmana jerial

Bagan Susunan  Organisasi Dinas Sosial

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam Lampiran I vang merupakan bagian tidnls

terpisahkan dart Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf Ketiga

Tugas dan Fungsi
Pasal 30

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Wali
Kota dalam melaksanakan urusan pemerinteithan
dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada
Daerah di bidang sosial.

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Dinas Sosial menjalankan fungsi

a. pemberdayaan sosial;

b. rehabilitasi sosial,

O

perlindungan dan jaminan sosial,
d. penanganan warga negara migran Kkorban
tindak kekerasan;

e. penanganan bencana,

f. pengelolaan ...




(2)

(2)

(3)

(4)

f.  pengelolaan Taman Makam Pahlawan;

g, pelak sanaan penunjang urusan pemerintahan
kabupaten/kota; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh

Wali Kota terlkait dengan tuigas dan fungsinya

Bagian Kedelapan
Dinas Tenaga Kerja
Paragraf 1

Kedudukan
Pasal 31

Dinas Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana
Urusan Pemerintahan Daerah.

Dinas Tenaga Kerja dipimpin oleh secrang Jabatarn
Manajerial tingkat tinggi dengan Titelatur Kepala
Dinas Tenaga Kerja yang berkedudukan di bawah
dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui

Selwretaris Daerah.
Pasal 32

Sekretariat  dipimpin oleh seorang Jabatan
Manajerial tingkat menengah dengan Titelatur
Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Tenaga
Kerja.

Bidang dipimpin oleh seorang Jabatan Mana jerial
tingkat menengah dengan Titelatur Kepala Bidang
yang berkedudukan ci bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Tenaga
Kerja.

Sub  Bagian dipimpin oleh seorang Jabatan
Manajerial tingkat dasar dengan Titelatur Kepala
Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungijawab kepada Sekretarts.

Jabatan Nonmanajerial berkedudukan di bawah
dan bertanggungjawab kepada Jabatan Mana jerial
berdasarkan kedudukan di dalam peta jabatan.

Paragraf ...




Paragraf Kedua

Susunan Organisasi
Pasal33

Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri

atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahkan Jabatan
Manajerial tingkat dasar dan Jabatan
Nonmana jerial:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
membawahkan Jabatan Nonmana jerial;

2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi,
Pelaporan, dan Keuangan membawahkan
Jabatan Nonmana jerial,

3. Jabatan Nonmanajerial;

c. Bidang Pererncanaan, Pelatihan, Produktivitas,
dan Penempatan Tenaga Kerja, membawahlzan
Jabatan Nonmana jerial;

d. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja, membawahkan Jabatzin
Nonmana jerial,

Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja

schagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidalk

terpisalikan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf Ketiga

Tugas dan Fungsi
Pasal 34

Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu
Wali  Kota dalam  melaksanakan  urusan
pemerintahan dan  tugas pembantuan yang
ditugaskan kepada Daerah di bidang
ketenagakerjaan.

(?)  Dalam ...




Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Dinas Tenaga Kerja menjaiankan
fungsi:

a. perencanaan tenaga kerja;

b. pelatihan kerja dan produktivitas tenaga lkerja;
¢, penempatan tenaga kerja,

. hubungan industrial;
kabupaten/kota,; dan
f. pelaksanaan fungst lain yang diberikan oleh

Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinva.

Bagian Kesembilan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Paragraf 1
Kedudulkan

Pasal 35

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana merupalkan unsur pelaksana Urusan
Pemerintahan Daerah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, serta Pengendalian Pendudulk dan Keluarga
Berencana dipimpin oleh seorang Jabatan
Manajerial tingkat tinggi dengan Titelatur Kepala
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Wali Kota wmelalui

Sekretaris Daerah.

Pasal ...
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Pasal 36

Sekretariat dipimpin  oleh secrang Jabatar
Manajerial tingkat menengah dengan Titelaiur
selkretaris  yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawah kepada Kepala Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan .Anak,
serta  Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana.

Bidang dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial
tingkat menengah dengan Titelatur Kepala Bidnng
yang berkedudukan cti bawal dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
serta  Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana.

Sub  Bagian dipimpin oleh seorang Jabatan
Manajerial tingkat dasar dengan Titelatur Kepala
Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dagt
bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Jabatan Normmanajerial berkedudukan di- bawah
dan bertanggungjawab kepada Jabatan Manajerial

berdasarkan kedudukan di dalam peta jabatan.

Paragraf Kedua

Susunan Organisast
Pasal 37

Susunan  organisasi  Dinas  Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, serta

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahkan Jabatan
Manajerial tingkat dasar dan Jabatan
Nonmana jerial:

i sub ..




(2)

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
membawahkan Jabatan Nonnnanajerial,
2. Jabatan Nonmanajerial.

¢. Bidang  Pemberdayaan  Perempuan  dan
Keluarga, membawahkan Jabatarn
Nonmana jerial;

d. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana, membawahkan Jabatan
Nonmana jerial;

e. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan
Keluarga, membawahkan Jabatan
Nonmanajerial;

f. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak,
membawahkan Jabatan Nonmana jerial.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan

Peremplan, Perlindungan Anak, serta

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidalk

terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf Ketiga

Tugas dan Fungsi
Pasal 38

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana mempunyai tugas membantu Wali Kota
dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan
tugas pembantuan vyang ditugaskewn kepada
Daerah di hidang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, serta bidang pengendalian
penduduk dan keluarga berencana.

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimalcsud
pada ayat (2), Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana menjalankan fungsi:

a. pengarusutamaan ...
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a. pengarusutamaan gender dan pemberdayaan
perempuan,
b, perlindungan perempuan;
c. peningkatan kualitas keluarga;
d. pengelolaan sistem data gender dan anal;
€. Pemenuhan Hak Anak (PHA);
f.  perlindungan khusus anak:
g pengendalian penduduk;
h. pembinaan Keluarga Berencana;
i. pemberdayaan dan peningkatan Keluarga
Sejahtera,
j. pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan
kabupaten/kota; dan
k. pelakscanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kesepuluh
Dinas Lingkungan Hidup
Paragraf 1
Kedudukan
Pagal 39
Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur
pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah.
Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang
Jabatan Manajerial tinglkat tinggi dengan Titelatur
Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab

kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
Pagal 40

Sekretariat  dipimpin  oleh seorang Jabatan

Manajerial tingkat menengah dengan Titelatur

Seliretaris  yang berkedudukan di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

Lingkungan Hidup.

(2)Bidang...




(2)

(4)

(1)

= ol

Bidang dipimpin oleh seorang Jabatan Manajeriai
tingkat menengah dengan Titelatur Kepala Bidang
varng berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
Lingkungan Hidup.
Sub  Bagian dipimpin oleh seorang Jabatan
Manajerial tingkat dasar dengan Titelatur Kepala
Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris.
Jabatan Nonmanajerial berkedudukan di bawah
dan bertanggungjawab kepada Jabatan Manajerial
berdasarkan kedudukan i dalam petajabatan,
Paragraf Kedua

Susunan Organisasi
Pasal 41

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup

terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariaf, membawahkan Jabatan
Manajerial tingkat dasar dan Jabataao
Nonmana jerial:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
membawahkan Jabatan Nonmana jerial;

2. Sub Bagian Keuangan, membawahkan
Jabatan Noenmana jerial;

3. Jabatan Nonmana jerial;

c. Bidang Tata Lingkungan, membawahkan
Jabatan Nonmana jerial,

d. Bidang Pengelolaan Sampah serta Licabali
Bahan Berbahaya dan Beracun,
membawahkan Jabatan Nonmanajerial,

e.Bidang...
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Bidang  Pengendalian  Pencemaran dar
Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahkan
Jabatan Nonmanajerial;

f. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas
Lingkungan Hidup, membawahkan Jabatan
Nonmanajerial,

Bagan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan

Hidup sebagaimana dimak sud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota
ini.
Paragraf Ketiga
Tugas dan Fungsi
Pasal 42

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas

membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan

pemerintahan dan tugas pembantuan yang
ditugaskan kepada Daerah di Bidang lingkungan
hidup.

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (Z), Dinas Lingkungan Hidup

menjalankan fungsi

a. perencanaan lingkungan hidup;

b. pengendalian pencemaran dan/atau
kerusakan lingk ungan hidup;

¢. pengelolaan keanekaragaman havyati,

d. pengendalian bahan berbahaya dan beracun
{B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun
(limhah B3);

e. pembinaan dan pengawasan terhadap izin

lingkungan dan izin perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup (PPLH);

fpeningkatan..
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f. peningkatan  pendidikan, pelatihan dan
penvuluhan lingkurigan hidup untuk
masyarakat;

g, penghargaan  lingkungan  hidup  untuk
masyaralat;

h. penanganan pengaduan lingkungan hidup,

1. pengelolaan persampahan;

j. pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan
kabupaten/kota; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh

Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesebelas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Paragraf 1

Kedudukan
Pasal43

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
merupakan unsur pelaksana Urusan
Pemerintahan Daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
dipimpin oleh scorang Jabatan Manajerial tingkat
tinggi dengan Titelatur Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatean Sipil  vang
berkedudukean di bawah dan bertanggungjawab

kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah,
Pasal 44

Sekretariat dipimpin  oleh scorang Jabatan
Manajerial tingkat menengah dengan Titelatur
Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawah kepada Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

(2)Bidang..




Bidang dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial
tingkat menengah dengan Titelatur Kepala Bidang
yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawalb kepada Kepala Dirnas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sub  Bagian dipimpin oleh seorang Jabatan
Manajerial tingkat dasar dengan Titelatur Kepala
Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Jabatan Nonmanajerial berkedudukan di baweih
dan bertanggungjawab kepada Jabatan Manajerial

berdasarkan kedudukan di dalam peta jabatan.

Paragraf Kedua

Susunan Organisasi
Pasal 45

Susunan organisasi Dinas Kependudukarn dan

Pencatatan Sipil terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahkan Jabatan
Manajerial tingkat dasar dan Jabatan
Nonmanajerial;

1. Bub Bagian Umum dan Kepegawaian,
membawahkan Jabatan Nonmanajerial;

2. Sub Bagian Keuangan, membawahkan
Jabatan Nonmanajerial;

3. Jabatan Nonmanajerial.

c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduls,
membawahk an Jabatan Nonmanajerial;

d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil,
membawahkan Jabatan Nonmana jerial;

e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan dan Pemanfaatan Data,
membawahkan Jabatan Nonmanajerial.

(2)Bagan..
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Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudul an
dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran | yang
merupakan bagian tidak terpisalhlkan dan

Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf Ketiga

Tugas dan Fumgsi
Pasal 46

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam

melalksanak an urusan pemerintahan dan tugas

pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah di

bidang adminisirasi kependudulian dan

pencatatan sipil

Dalam men jaiankan tugas sebagaimana dimaksudl

pada ayat (2}, Dinas Kependudukan dan

Pencatatenn Sipil menjalankan fungsi:

a. pendaftaran penduduk;

b. pencatatan sipil;

c. pengelolaan informasi administrasi
kependudukan;

d. pengelolaan profil kependudukan;

e. pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan
kabupaten/kota; dan

f. pelalksanaan fungsi lain yang diberikan oleh

Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keduabelas
Dinas Perhubungan
Paragraf 1

Kedudukan
Pasal 47

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana
Urusan Pemerintahan Daerah.

(2)Dinas...




(2)

(<)

(5)
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Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang
Jabatan Manajerial tingkat tinggi dengan Titelatur
Kepala Dinas Perhubungan yang berkedudukan di
bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Koia

melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 48

Sekretariat  dipimpin  oleh seorang Jabatar
Manajerial tingkat menengah dengan Titelatur
Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan
bertangg ungjawab kepada Kepala Dinas,

Bidang dipimpin oleh seorang Jabatan Mana jerial
tingkat menengah dengan Titelatur Kepala Bidang
yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Sub  Bagian dipimpin oleh seorang Jabatan
Manajerial tingkat dasar dengan Titelatur Kepala
Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Seksi dipimpin oleh seorang Jabatan Mana jerial
tingkat dasar dengan Titelatur Kepala Seksi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab
k epada Kepala Bidang,

Jabatan Nonmanajerial berkedudukan di bawah
dan bertanggungjawab kepada Jabatan Manajerial

berdasarkan kedudukan di dalam peta jabatan.

Paragraf Kedua

Susunan Organisasi
Pasal 49

susunan organisasi Dinas Perhubungan terdiri
atas:
a. Kepala Dinas;

b.Sekretariat..




b.

d.

L2
=3

Sekretariat, membawahkan Jabatan
Manajerial tingkat dasar dan Jabatan
Nonmana jerial:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
membawahkan Jabatan Nonmana jerial,

2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporari, membawahlkan Jabatan
Nonmana jerial;

3. Sub Bagian Keuangan, membawahkan
Jabatan Nonrnana jerial;

4. Jabatan Nonmana jerial.

Bidang Perencanaan Lalu Lintas dan Anglkutan

Jalan, membawahkan Jabatan Manajerial

tingkat dasar dan Jabatan Nonmana jerial:

1. Seksi Data dan Perencanaan Lalu Lintas
dan  Angkutan Jalan, membawahkan
Jabatan Nonmanajerial;

2. Seksi Analisa dan Evaluasi Perencanaan
Lalu  Lintas dan  Angkutan Jalan,
membawahkan Jabatan Nonmana jerial;

3. Jabatan Nonrmanajerial.

Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan, membawahkan Jabatan

Manajerial tingkat dasar dan Jabatan

Nonmana jerial:

1. Sekst Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan, membawahkar Jabatan
Nonmana jerial;

2. Seksi Pengujian Sarana Perhubungan,
membawahkan Jabatan Nonmana jerial;

3. Jabatan Nonmanajerial.

e.Bidang..




e. Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan
Angkutan Jakan, membawahkan Jabatan
Manajerial  tingkat dasar dan Jabatan
Nonmana jerial.

1. Seksi Manajemen Rekayasa Laly Lintas,

membawahlan Jabatan Nonmanajerial,

!

Seksi  Angkutan Jalan, membawahlkan

Jabatan Nonmana jerial;

3. Jabatan Nonmana jerial.

f. Bidang Pengawasan dan Keselamatan Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan, membawahlcan
Jabatan Manajerial tingkat dasar dan Jabatan
Nonmana jerial:

1. Seks Pengawasan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, membawshkan Jabatan
Nonmana jerial,

2. Seksi Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan, membawahlan
Jabatan Nonmana jerial;

3. Jabatan Nonmanajerial,

Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan

sebagaimana dimaksud pada ayat {1) tercantum

dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidal

terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf Ketiga

Tugas dan Fungst
Pasal 50

Dinas Perhuybungan mempunyai tugas membauntu
Wali  Kota dalamn  melaksanakan  urusan
pemerintahan  dan tugas pembantuan yang
ditugaskan kepada Daerah di bidang

perhubungan,

(2)Dalam...




(2)
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Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat {2), Dinas Perhubungan menjalankan

fungsi:

a. penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (LLAJ),

b. pelaksanaan penunjang urusan pemerintahzan
kabupaten/kota; dan

c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh

Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketigabelas
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan
Persandian |
Paragraf 1

Kedudulian
Pasal 51

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan
Persandian merupakan unsur pelaksana Urusan
Pemerintahan Daerah.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan
Persandian dipimpin oleh seorang Jabatan
Manajerial tingkat tinggi dengan Titelatur Kepala
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan
Persandian yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui

Sekretaris Daerah.
Pasal 52

sekretariat  dipimpin  oleh  seorang Jabatan
Manajerial tingkat menengah dengan Titelatur
Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik, dan
Persandian.

(2)Bidang..
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Bidang dipimpin oleh seorang Jabatan Mana jerial
tingkat menengah dengan Titelatur Kepala Bidang
vang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik, dan
Persandian.

Sub  Bagian dipimpin oleh seorang Jabatan
Manajerial tingkat dasar dengan Titelatur Kepala
Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Beksi dipimpin oleh seorang Jabatan Mana jerial
tingkat dasar dengan Titelatur Kepala Seksi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang.

Jabatan Nonmanajerial berkedudukan di bawah
dan bertanggungjawab kepada Jabatan Manajerial

berdasarkan kedudukan di dalam peta jabatan.

Paragraf Kedua

Susunan Organisasi
Pasal 53

Susunan organisasi Dinas KKomunikasi,
Informatika, Statistik, dan Persandian terdiri atas:
a. IKepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahkan Jabatan
Manajerial tingkat dasar dan Jabatan
Nonmanajerial:

1. Bub Bagian Umum dan Kepegawaian,
membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
2. Jabatan Nonmana jerial;

c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik,

membawahkan Jabatan Nonmana jerial,

d.Bidang...




(2)

(1)
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d. Bidang Aplikasi Informatika, membawahkan
Jabatan Nonmanajerial;

e. Bidang Statistik dan Persandian,
membawahkan Jabatan Manajerial tingkat
dasar dan Jabatan Nonmanajerial:

1. Seksi Statistik, membawahkan Jabatan
Nonmana jerial;

2. Seksi Persandian, membawahkan Jabatan
Nonmana jerial,

3. Jabatan Nonmanajerial;

Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi,

Informatika, Statistik, dan Persandian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1} tercantum

dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf Ketiga

Tugas dan Fungsi
Pasal 54

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan

Persandian mempunyai tugas membantu Wali

Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan

dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada

Daerah di bidang komunikasi dan informatika,

bidang statistik dan bidang persandian.

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Dinas Komunikasi, Informatika,

Statistik, dan Persandian menjalankan fungsi

a. pengelolaan informasi dan komunikasi publik;

b. pengelolaan aplikasi informatika;

¢c. penyelenggaraan persandian untul¢
pengamanan informasi;

d. penyelenggaraan statistik sektoral;

e.pelaksanaan..
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e. pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan

kabupaten/kota; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh

Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempatbelas
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Paragraf 1

Kedudukan
Pasal 55

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
merupakan unsur pelalcsana Urusan
Pemerintahan Daerah.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat
tinggl dengan Titelatur Kepala Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah yang berkedudukan di
bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota

melalui Sekretaris Daerah.
Pasal56

Sekretariat dipimpin oleh seorang Jabatan
Manajerial tingkat menengah dengan Titelatur
Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah.

Bidang dipimpin oleh seorang Jabatan Mana jeiial
tingkat menengah dengan Titelatur Kepala Bidang
yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah.

Sub Bagian dipimpin oleh seorang Jabatan
Manajerial tingkat dasar dengan Titelatur Kepala
Sub Bagian vyang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(4)Jabatan...
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Jabatan Nonmanajerial berkedudukan di bawah
dan bertanggungijawab kepada Jabatan Manajerial

berdasarkan kedudukan di dalam petajabatan.

Paragraf Kedua

Susunan Organisasi
Pasal 57

Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Seliretariat, membawahkan Jabatan
Manajerial tingkat dasar dan Jabatan
Nonmana jerial:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaic,
membawahkan Jabatan Nonmana jerial;

2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi,
Pelaporan, dan Keuangan, membawahian
Jabatan Nonmanajerial;

3. Jabatan Nonmanajerial;

c. Bidang Perkoperasian, membawahkan Jabatan
Nonmana jerial;

d. Bidang Usaha Mikro, membawahkan Jabatan
Nonmana jerial

Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tercantum dalam Lampiran [ yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf Ketiga

Tugas dan Fungsi
Pasal5s

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam
melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas
pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah di
bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.

(2) Dalam...




L. 4.4 -

Dalam menjlankan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah menjalankan fungsi:

a. pengawasan dan pemeriksaan koperasi;

b. penilaian kesehatan koperasi simpan pitjeum

(KSP)/ usaha simpan pinjam (USP) koperasi;

c. pendidikan dan latihan perkoperasian;

d. pemberdayaan dan perlindungan koperasi
e. pemberdayaan usaha mikro;

f. -pengembangan UMKM,;

g pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan
kabupaten/kota; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh

Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelimabelas

Dinas Penanamatl Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu
Paragraf 1

Kedudukan
Pasal 59

Dinas Pettanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu merupakan unsur pelaksana Urusan
Pemerintahan Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dipimpin oleh seorang Jabatan
Manajerial tingkat tinggi dengan Titelatur Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpacdu
Satu Pintu yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Wali Kota wmielalui

Sekretaris Daerah,

Pasal. ..




(2)

Pasal 60

Sekretarial. diptimpin oleh seorang Jabatan
Manajerial tingkat menengah dengan Titelatur
Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
Penanamain Modal dan Pelayanan Terpadu BSatu
Tinbl, |

Koordinator dan Kelompok Jabatan Nonrhana jerial

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Piniu berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu,

Sub Bagian dipimpin oleh seorang dJabatan
Manajerial tingkat dasar dengan Titelatur Kepala
Sub Bagian yang berkedudukan di bawal dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Jabatan Nonmana jerial pada Sekret.ariat
berkedudulcan di bawah dan bertanggungjawétb
kepada Jabatan Mana jerial berdasarkan

kedudukan di dalam peta jabatan.

Paragraf Kedua

Susunan Organisasi
Pasal 61

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahkan Jabatan
Manajerial  tingkat dasar dan Jabatan
Nonmana jerial:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
membawalhkan Jabatan Nonmanajerial,
2. Jabatan Nonrana jerial.

¢. Koordinator. ..
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c. Koordinator dan Kelompok Jabatan
Nonmanajerial Penanaman Modal;

d. Koordinator dan Kelempok Jabatan
Nonmanajerial Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Bagarn Susunan Organisasi Dinas Penaneunan

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf Ketiga

Tugas dan Fungsi
Pasal 62

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu mempunyai tugas membantu Wali Kota

dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan

tugas pembantuan yang ditugaskan Kkepada

Daerah di bidang penanaman modal

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Dinas Penanam«ain Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjalankan

fungsi:

a. pengembangan iklim penanaman modal;

b. promosi penanaman modal;

c. pelayanan penanaman modal;

d. pengendalian pelaksanaan penanaman modal,

e. pengelolaan data dan sistem informasi
penanaman modal;

f.  pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan
kabupaten/kota; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh

Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian ...
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(4)
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Bagian Keenambelas
Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 63

Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
merupak an unsur pelaksana Urusan
Pemerintahan Daerah,

Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat
tinggi dengan Titelatur Kepala Dinas Kepemudaai,
Olahraga, dan Pariwisata yang berkeduduian di
bawah dan bertanggungiawab kepada Wali Kota

melalul Sekretaris Daerah.
Pasal 64

Sekretariat dipimpin oleh seorang Jabatan
Manajerial tingkat menengah dengan Titelatur
Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata.

Bidang dipimpin oleh seorang Jabatan Mana jerial
tingkat menengah dengan Titelatur Kepala Bidang
yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
Kepernudaan, Olahraga, dan Pariwisata.

Sub  Bagian dipimpin oleh seorang Jabatan
Mana jerial tingkat dasar dengan Titelatur Kepala
Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Jabatan Nonmanajerial berkedudukan di bawak
dan bertanggungjawab kepada Jabatan Manajerial
berdasarkan kedudukan di dalam peta jabatan.

Paragraf ...




(1)
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Paragraf Kedua

Susunan Organisasi
Pasal 65

Susunan organisasi Dinas Kepemudaan,

Olahraga, dan Pariwisata terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahkan Jabatain
Manajerial tingkat dasar dan Jabatan
Nonmana jerial:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
membawahkan Jabatan Nonmanajerial;

2. Jabatan Nonrmanajerial;

o

Bidang Kepemudaan, membawahkan Jabatan

Nonmanajerial;

d. Bidang Keolahragaan, membawahkan Jabatar
Nonmana jerial,

e. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,
membawahkan Jabatan Nonmana jerial;

Bagan Susunan Organisasi Dinas Kepemuidaar,

Olahraga, dan Pariwisata sebagaimana dimaksud

pada avat (1) tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidale terpisahkan dari

Peraturan Wali Kota ini

Paragraf Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal6b

Dinas Kepeniudaan, Olahraga, dan Panwisata
mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam
melaksanalkan urusan pemerintahan dan tugas
pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah di
bidang kepemudaan dan olahraga, serta bidang
pariwisata.

(2) Dalam ...
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Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan

Pariwisata nnenjalankan fungsi:

a. pengembangan leapasitas daya saing
kepemudaan;

b, pengembangan kapasitas kepramukaan,

c. pengembangan daya saing keolahragaan;

d. peningkatan daya tarik destinasi pariwisata,

e. pemasaran pariwisata;

f. pengembangan ekonomi kreatif —melalui

pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan
intelektual;

g. pengembangan sumber daya pariwisata dan
ekonomi kreatif;

h. pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan
kabupatern/kota; dan

i, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh

Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinyea.

Bagian Ketujuhbelas
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Paragraf 1

Kedudukan
Pasals7?

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan
unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dipimpin oleh
seorang Jabatan Mangzjerial tingkat tinggi dengan
Titelatur Kepala Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Wali Kota melaiui

Seliretaris Daerah.

Pasal ...




(1)

Pasal 68

Sekretariat dipimpin oleh seorang Jabatan
Manajerial tingkat menengah dengan Titelatur
Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan
hertanggungjawab kepada Kepala Dinas
Perpustalt aan dan Kearsipan.

Bidang dipimipin oleh seorang Jabatan Manajerial
tingkat menengah dengan Titelatur Kepala Bidang
yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan.

Sub Bagian dipimpin oleh sgeorang Jabatan
Manajerial tingkat dasar dengan Titelatur Kepala
Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Jabatan Nonmanajerial berkedudukan di bawah
dan bertanggungjawab kepada Jabatan Manajerial

berdasarkan kedudukan di dalam peta jabatan.

Paragraf Kedua

Susunan Organisasi
Pasal 69

Susunan organisasi Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b, Sekretariat, membawahkan Jabatan
Manajerial tingkat dasar dan Jabatan
Nonmana jerial:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
membawahkan Jabatan Nonrmana jerial;
2. Jabatan Nonmana jerial.

c. Bidang Pelayanan, Pembinaan, dan
Pengembangan Perpustakaan, membawahkan
Jabatan Nonmanajerial

d. Bidang Penyelenggaraan Kearsipan,
membawahkan Jabatan Nonmanajerial,

(2} Bagan...
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Bagan Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota
ini.

Paragraf Ketiga

Tugas dan Fungsi
Pasal 70

(1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai
tugas membantu Wali Kota dalam melaksanalkan
urusan pernerintahan dan tugas pembantuan yang
ditugaslkan kepada Daerah di bidang
perpustakaan dan bidang kearsipan.

(2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
menjalankan fungsi:

a. pembinaan perpustakaarn;

b. pelestarian koleksi nasional dan naskah kung;
c. pengelolaan arsip;

d. perlindungan dan penyelamatan arsip;

€. perizinan penggunaan arsip;

f.  pelaksanaan penunjang urusan pemerintaharn

kabupaten/kota; dan
g pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh

Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapanbelas
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 71

(1) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan
Perikanan merupakan unsur pelaksana Urusan
Pemerintahan Daerah.

(2) Dinas ...




(3)

)

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan
Perikanan dipimpin  oleh seorang Jabatan
Manajerial tingkat tinggi dengan Titelatur Kepala
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan
Perikanan yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Wali Kota melalul

Selkretarts Daerah.
Pasal 72

Sekretariat dipimpin oleh seorang Jabatan
Manajerial tingkat menengah dengan Titelatur
Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawal kepada Kepala Dinas
Ketahanan F’angan, Pertanian, dan Perikanan.
Bidang dipimpin oleh seorang Jabatan Mana jerial
tingkat menengah dengan Titelatur Kepala Bidang
yang berkedudukan di bawah dar
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan.
Sub Bagian dipimpin oleh seorang Jabatan
Manajerial tingkat dasar dengan Titelatur Kepala
Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Jabatan Nonmanajerial berkedudukan di bawah
dan bertanggungjawab kepada Jabatan Manajerial

berdasarkan kedudukan di dalam peta jabatan.

Paragraf Kedua

Susunan Organisasi
Pasal 73

Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian, dan Perikanan terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat ...




(2)

b. Selretariat, membawahkan Jabatan
Manajerial  tingkat dasar dan Jabatan
Nonrnana jerial:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaiar,
membawahkan Jabatan Nonmana jerial;
2. Jabatan Nonmanajerial;

c. Bidang Ketahanan Pangan, membawahkan
Jabatan Nonmanajerial;

d. Bidang Pertanian, Peternakan, dan Kesehatan
Hewa, membawahkan Jabatari
Nonmanajerial;

e. Bidang Perikanan, membawahkan Jabatan
Nonmana jerial.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Ketahanan

Pangan, Pertanian, dan Perikanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1} tercantum dalam

Lampiran 1 yang merupakan bagian tidal:

terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf Ketiga

Tugas dan Fuingsi
Pasal 74

Dinas Ketahanain Pangan, Pertanian, dan

Perikanan mempunyai tugas membainitu Wali Kota

dalam melalkzsanakan urusan pemerintahan dan

tugas permbantuan vyang ditugaskan kepada

Daerah di bidang pangan, bidang pertanian,

bidang peternakan dan kesehatan hewan, serta

bidang lkelautan dan perikanan.

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimalksucd

pada ayat (2), Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian,

dain Perikanan menjalankain fungsi

a. pengelolaan sumber dava ekonomi untuk
kedaulatan dain kemandirian pangan;

b. peningkatan diversifikasi dan ketahanecan
pangan masyarakat;

€. penanganan ...
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c. penanganan Kerawanan parigar,

d. pengawasan keamanan pangan,

e. penyediaan dan pengembangan  sarana
pertanian;

f. penyedisan dan pengembangan pragaraina
pertaniary,

g pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan
masyarakat veteriner;

h. pengendalian dan penanggulangan bencana
peitanian,

i. perizinan usaha pertanian dan penyuluhan
pertanian;

i.  pengelolaan perikanan tangkap;

k. pengawasan sumber daya kelautan dan
perikanan;

.  pengolahan dan pemasaran hasil perikanan,

m, pengelolaan perikanan budidaya,

n. pelaksanaan penunjang urusan pemerinitahai
kabupaten/kota; dan

0. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh

Wali Kota terkail dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilanbelas
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Paragraf 1

Kedudukan
Pasal 75

Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupalkain
unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin
oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat tinggi
dengan Titelatur Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab Lkepada Wali Kota melalui

Seleretaris Daerah.

Pagal ...
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Pasal 76

Sekretariat dinimpin  oleh seorang Jabatan
Manajerial tingkat menengah dengan Titelatur
Sekretaris vang Dberkedudukan di bawah dan
bertanggurigiawab kepada Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan.

Bidang dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial
tingkat menengah dengan Titelatur Kepala Bidang
yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab  kepada  Kepala  Dinas
Perindustrian dan Perdagangan.

Sub Bagian dipimpin oleh seorang Jabatan
Manajerial tingkat dasar dengan Titelatur Kepala
Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Jabatan Nonmanajerial berkedudukan di bawah
dan bertanggungjawab kepada Jabatan Mana jerial

berdasarkan kedudukan di dalam peta jabatai.

Paragraf Kedua

SusUnan Organisasi
Pasal 77

Susunan organisasi Dinas Perindustrian dan

Perdagangan terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahkan Jabatan
Manajerial tingkat dasar dan Jabatan
Nonmanajerial:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaiall,
membawahkan Jabatan Nonmana jerial;

2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi
Pelaporan, dan Keuangan membavvahkan
Jabatan Nonmanajerial,

3. Jabatan Nonmanajerial;

g, Bidang ...
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d. Bidang Perdagangan, membawabkan Jabatan

Nonmanajerial;
e. Bidang Perindustrian, membawahkan Jabatan
Nonmana jerial;
{ Bidang Kemetrologian, membawahkan Jabatan
Novimana jerial;
Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustvian
dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam . Lampiran [ yang
merupakan bagian tidak terpisahkan  dari

Peraturan Wali Kota ini

Paragraf Ketiga
Tugas dan Fungsi
Pasal 78

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai

tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan

urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang

ditugaskan kepada Daerah di bidang perindustrian

dan bidang perdagangan.

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud

pada avat (2), Dinas Perindustrian dan

Perdagangan menjalankan fungsi

a. perencalaan dan pembangunan industri;

b. pengendalian izin usaha industri

c. pengelolaan sistem informasi industri nasional,

d. perizinan dan pendaftaran perusahaan;

e. pengembangan ekspor,

f. peningkatan sarana distribusi perdagangan;

g stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan
barang penting;

h. standardisasi dan perlindungan Konsumen;

i. penggunaan dan pemasaran produk dalam
negeri;

J- pelaksanaan ...




j.  pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan

kabupaten/kota; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh

Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 79

Uraian Tugas Jabatan Manajerial pada Dinas
Daerah tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini.

Uraian Tugas Jabatan Nonmana jerial berpedornar

pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Il
TATA KERJA

Pasal 80

Jabatan Meanajerial dan Jabatan Nonmanajerial
wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi,
sinkronisasi, dan simplifikasi dalam men jalankai
tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Jabatan Manajerial dan
Jabatan Nonmanajerial wajib mengacu pada
proses bisnis serta standar operasional prosedur
yang ditetapkan dengan tetap memperhatikan
pelaksanaan sistem kerja  sesuai  k etentuan

peraturan perundang-undangan.
Pasal 81

Setiap Jabatan Manajerial bertanggungjawab
memimpin dan mengoordinasikan setlap
pegawainya  dan memberikan bimbingan,
pedoman, dan/atau arahan dalam pelaksanaain

tugas.

(2] Setigep. ..
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Setiap Jabatan Manajerial wajb mengawwasi
pelaksanaan tugas setiap pegawainya, dan apabila
terjadi penyimpangan wajib mengambil langlah
langlk ah vang diperlukan berdasark an lketerifian
peraturan perundang-undangar.

Pasal 82

Dalam hal Jabatan Meamnajerial berhaleaegas
melaksanakan  tugas, untulk pertama  kali
diwakillk an kepada 1 (satu} orang pejabat satu
tingkat di bawahnya atau dapat memerintahkan
Jabatan Nonimanajerial untuk bertindak atas
nama Jabatan Manajerial dimaksud.
Dalam hal mewakili, sebelum melaksanakan tugas
yang diwaldlkarn wajib mengkaji skala prioritas dan
tingkat urgensi permasalahan serta etilca birokrasi
yang berlalou.
Setelah melaksanakan tugas yang diwakili, pejabat
vang mewalili wajib nielaporkan secara berjertjane
kepada pemberi tugas baik secara tertulis miaupuu
secara hsar.
BAB IV
PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 83

Pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPTD untul:
melaksanakan  kegiatan  teknis  operasicnal
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertenti
Kriteria pembentulkan UPTD berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undarvigan yarg
berlaku.
Pembentulkan UPTD sebagairmana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan
Wali Kota setelah dikonsultasik an secara tertuliz
kepada Gubernur.

BABV

KEPEGAWAIAN
Pasal 84

Dinas Daerah diisi oleh Jabatan Manajeriai dait
Jabatan Nonmanajeral sesuai dengan lketenlusail
peraturan perundang-undangan.

(2) Pengisian ..




Pengisian jabatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib memenuhi kompetensi dan
persyaratan jabatan serta memperhatikan hasil
analisis jabatan dan analisis beban kerja. '
Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2
terdiri atas:

a. kompetensi teknis;

b. kompetensi manajerial; dan

c. lompetensi sosial kultural.

Persyaratan jabatan sebagaimana dimedksud peLciea
ayat (2) paling sedikit terdiri atas :

a.  pangkat;

b, kualifikasi pendidikan;

¢. jenis pelatihan;

d. ukuran kinerja jabatai; dan

e. pengalaman kerja.

Dalam hal kewajiban memenuhi kompetensi bagl
Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) belum dapat dipenuhi, pemenulian
kompetensi wajib dilaluk an paling lama 3 {tiga)

tahun sejak menduduki Jabatan Mana jerial
Pasal 85

Kepala Dinas Daerah merupal an jabatan eselou
b atau Jabatan Pimpinan Tingg! Pratama.
Sekretaris merupakan jabatan eselon Ila atau
Jabatan Administrator.

Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIb atau
Jabatan Admiristrator.

Kepala Sub Bagian dan Kepala Selcsi merupakai
jabatan eselon IVa ataun Jabatan Pengawas.
Jenjang dan kepangkatan Jabatan Nonmamnajerial
berpedoman pada lzetenituan peratura

peruridang-undangan.

Pasal 86

Jabatan Manajerial dan Jabatan Nonmanajerial pada

Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan olels Weli

Kota sesuai dengan ketentuan peraturan peruridarg

undangan.

BAE ;..
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BAB VI
PE NDANAAN
Pasald7

Pendanaan Perangkat Daerah bersumber dari:

b,

anggaran pendapatan dan belanja Daeraly; dag
samber lain yang sah sesuai ketentuan perafiirai:
perundang-undangan.
BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 88

Pejabat yang telah menduduki jabatan Manajerial

sebelum Peraturan Wali Kota ini berlak v, tetap

melaksanalkan tugas dan fungsi sampai dengail
dilaksanalkannya pengangkatan pejabat

Mana jerial berdasarkan Peraturan Wali Kota in.d

Dalam hal belum dilaksanakan pengangkatai

pejabatl Manajerial sebagaimana dimalksud pada

ayat (1) untuk pengisian jabatan Manajeric
dilakukan metalui surat perintah pelaksana tugas
dengan mencantumkan jabatan sebelumnya dai
dapat diberikan hak-haknya sebagai pegawai ASH
sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Pada saat Peraturan Wali Kota ini rmulai berlalar

a. Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah
Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 3);

P, Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan TPungsi, serta Tata Kerja Dinas
Kesehatan (Berita Daerah Kota Cilegon Talii
2022 Normor 4);

¢, Peratuian
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Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita
Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 5);
Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permulkimea
(Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2022
Nomior 6),

Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan
Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota
Cilegon Tahun 2022 Nomor 7};

Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
(Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2022
Nomor 8);

Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Sosial (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2022
Nomor 10J;

Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Tenaga Kerja (Berita Daerah Kota Cilegon
Tahun 2022 Nomor 11});

1. Peraturan ..
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Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 202%
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak serta Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana (Berita Daerah Kota
Cilegonn Tahun 2022 Nomor 12);

Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Ketahanan Pangan dan Pertanian. (Berita
Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 13);
Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Cilegon
Tealun 2022 Nomor 14);

Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita
Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Neomor 15);
Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Perhubungan (Berita Daerah Kota Cilegon
Tahun 2022 Nomor 16);

Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun
2022 Nomor 17);

0. Peraturan ...
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0. Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Berita
Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 18},

p. Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun
2022 Nomor 19);

. Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Berita
Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 20);

r. Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan (Berita Daerah
Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 21);

s, Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah
Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 22);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 90
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar ...
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.
Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 25 Maret 2025
WALI KOTA CILEGON,

ttd

ROBINSAR
Diundangkan di Cilegon

pada tanggal 25 Maret 2025

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2025 NOMOR 11




LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KGTA
NGMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG

CILEGON

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA PADA DINAS DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

COUAS PENDIHEAN DAN
KEBUDAYAAN

SEKRETARIAT

SUB BAGIAK UMM DAN
EEPEGAWAIAH

JABATAN NOMMAMAJERIAL

JABATAN HORMARAJERIAL

EBINARG REBUDAYAAN
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